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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Kesahan 
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tanpa Rekomendasi dari 
Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.Serta membahas tentang peranan dari 
Dewan Pengupahan yang ada diseluruh tingkatan baik itu Kabupaten/Kota 
dan Provinsi beserta Mekanisme Penetapan Upah Minimum yang 
ditetapkan setiap satu tahun sekali. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan-pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conseptual approach).Jenis bahan yang digunakan 
adalah bahan hukum primer,bahan hukum sekunder,dan bahan non 
hukum.Teknik-teknik penelusuran bahan hukum adalah studi kepustakaan dan 
akses internet.Analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan analisis 
sistematika hukum dengan menggunakan asas hukum dan ketentuan hukum 
yang berkaitan dengan mekanisme penetapan upah minimum 
kabupaten/kota,beserta tugas dan kewenangan dewan pengupahan baik 
ditingkat kabupaten/kota maupun provinsi,dan prosedur penetapannya. 
 
Pengupahan di Indonesia diatur didalam UU 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Junto Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan.Dimana didalam aturan tersebut jelas bahwa upah ditujukan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam hal ini Pekerja/Buruh. 
 










This research aims to analyze the determination of minimum wage 
regency/city without recommendation from regency/city wage council.As 
well as discussing the roles of the existing wage councils at all levels of 
both districts and provinces together with the minimum wage setting 
mechanisms established every once a year. 
 
This research is a normative legal research with approaches of law 
and copceptual approach.Types of materials used are primary legal 
materials,secondary law materials,and tertiary legal materials.Techniques 
of legal material search techniques are literature study and internet 
access.The analysis of legal materials used is with legal systematic 
analysis using legal principles and legal provisions relating to district 
minimum wage determination mechanisms,along with the duties and 
authorities of the wage councils both at the regency/city and provincial 
levels and its determination procedures. 
 
The remuneration in Indonesia is regulated in the law no. 13/2003 
on employment juncto government regulation no. 78/2015 concerning 
wage.Where in the rule it is clear that wages in the intended for the 
greatest prosperity of the people in this case workers/labors. 
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1. Peran dewan pengupahan baik itu dewan pengupahan kabupaten/kota maupun dewan 
pengupahan propinsi sangatlah penting didalam merumuskan upah minimum.Dewan 
pengupahan haruslah menjadi jembatan antara penyedia kerja dengan pekerja.Karena 
apabila upah terlalu tinggi maka akan memberatkan pengusaha dan apabila terlalu rendah 
maka akanmerugikan pekerja.Hendaknya sesuai dengan regulasi pemerintah sebagai titik 
tengah.Serta dewan pengupahan dapat memberikan saran dan masukan terkait dengan 
sistem pengupahan sehingga tercipta iklim dunia usaha yang kondusif. 
 
2. Apabila mencermati tugas dan wewenang dewan pengupahan didalam Undang-undang 
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didalam Pasal 98 ayat (1) maka tugas dan 
wewenang dewan pengupahan adalah sebatas memberikan saran,pertimbangan dan 






1. Pemerintah dalam hal ini Gubernur harus tetap menerbitkan Surat Edaran Gubernur 
dalam hal penetuan surveykomponen hidup layak sesuai dengan tren dimana terdapat 
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